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Law and Economics as a branch of Jurisprudence offers economic efficiency as a legal 
norm that guides the activities of the law. Under proper coceptualization, economic 
efficiency also helps to examine, evaluate, as well as valuating law and the jurisprudence. 
In this paper, one of the forms of economic efficiency is applied as the economic approach 
to law to distribute in which the law must be able to stipulate all the profit produced. In 
this case, economic efficiency made the law as an incentive to alter behavior as well as 
directing and maintaining them in accordance with the purpose of the law. The remedy of 
law through economic efficiency aims at revealing important aspects as the essence of 
definitive foundation of  jurisprudence. 
Key words:  economic efficiency, incentive, remedy. 
 
PENDAHULUAN 
Tidak jauh berbeda dengan perjalanan 
panjang semua ilmu dan pengetahuan, Hukum 
dan Ekonomi (Law and Economics) atau juga 
umumnya disebut Economic Analysis of Law 
pada awalnya tidak dikenal. Walaupun butir-
butir pemikiran seputar Hukum dan Ekonomi 
sudah ada di dalam ajaran inti jurisprudence, 
disiplin ilmu ini tidak dikembangkan. 
Terutama wujudnya sebagai produk peleburan 
cakrawala keilmuan antara ilmu hukum dan 
ilmu ekonomi, Hukum dan Ekonomi tidak 
dikategorikan sebagai bagian disiplin ilmu 
hukum sehingga tidak memiliki pengakuan 
akademik, bahkan tidak banyak yang menge-
nali keberadaan disiplin ilmu ini. Salah satu 
faktor tersendatnya perkembangan Hukum dan 
Ekonomi terletak pada saat perkembangan 
jurisprudence yang pada saat itu masih berku-
tat seputar inti-inti ajaran kepastian hukum 
(legal certainty atau varitas) dan keadilan 
(justice atau iustitia). Hingga sekarang pun, 
evolusi hukum dan ilmu hukum pembela-
jarannya terkesan masih di seputar kedua inti 
ajaran tersebut.  
Diakui oleh banyak pakar bahwa Hukum 
dan Ekonomi dimulai dari ajaran Bentham 
(1789, 1827, 1830) yang menawarkan jalan 
tengah antara kepastian dan keadilan dengan 
mengemukakan inti ajaran kemanfaatan, yang 
kemudian dikenal dengan istilah utilitarian. 
Tulisan-tulisan Bentham mengupas secara 
sistematis dalam meneliti bagaimana manusia 
akan berperilaku dalam menghadapi hukum, 
sekaligus mengevaluasi efeknya secara kolek-
tif dan hubungan sebab-akibatnya dalam kon-
teks kesejahteraan sosial (social welfare). 
Hukum dalam hal ini dikategorikan sebagai 
insentif untuk merangsang/memotivasi peru-
bahan perilaku manusia terhadap hukum, bu-
kan semata-mata sebagai perintah, larangan, 
dan sebagainya itu selayaknya diajarkan oleh 
ilmu hukum pada umumnya.  
Karya-karyanya momental ini tidak dilihat 
dan tidak dikembangkan hingga tahun 1960 
sampai awal 1970-an, ketika kebutuhan peng-
kajian hukum melalui bantuan ilmu ekonomi 





melalui karya-karyanya antara lain: Coase 
(1960) tentang eksternalitas dan tanggung-
jawab hukum, Becker (1968) tentang keja-
hatan dan penegakkan hukum, dan Posner 
(1972) tentang Economic Analysis of Law. 
Semenjak itu, kebutuhan dan perkembangan 
analisis-analisis Hukum dan Ekonomi tumbuh 
pesat, bahkan dewasa ini mulai mendapatkan 
pengakuanakademik. Tidak sebatas pengakuan 
akademik sebagai salah satu disiplin ilmu di 
dalam Ilmu Hukumsaja, namun pembelajaran 
disiplin ini sudah menjadi mata pelajaran 
pokok ilmu hukum mulai dari tataran Strata 1 
hingga Strata 3 bahkan di beberapa perguruan 
terkemuka telah menjadi program studi 
tersendiri. Hal ini dapat dilihat dari beberapa 
perguruan di Amerika Serikat seperti Harvard 
University (Harvard Law School), University 
of Chicago Law School. Di Eropa antara lain, 
Leiden University, University of Copenhagen, 
University of Siena, Central European Univer-
sity di Budapest, Utrecht University, dan 
lainnya. Di Asia misalnya, National University 
of Singapore, dan di Oseania pada University 
of New South Wales.Dewasa ini, pengem-
bangan tentang Hukum dan Ekonomi dapat 
dilihat dari muculnya karya-karya indah 
tentang Hukum dan Ekonomi yang dipelopori 
kembali oleh beberapa pakar seperti: Robert 
Cooter dan Thomas Ulen, Mitchell Polinsky, 
Richard Posner, Thomas Miceli, Steven 
Shavell, dan lain-lain1.  
Seiring dengan pertumbuhan disiplin ini, 
teori-teori hukum telah mengasimilasi banyak 
konsep-konsep ekonomi, seperti incentive 
effects, opportunity costs, risk aversion, trans-
action costs, asymetric information, open-
access resources, median rule, regulatory cap-
ture, dan lain sebagainya. Banyak pakar 
ekonom menyadari pentingnya keberadaan 
hukum untuk mengatur hal-hal penting seperti 
                                                             
1Telah tersedia pula bahan sekunder seperti kamus 
tentang Hukum dan Ekonomi (The New Palgrave 
Dictionary of Economics and the Law (1998), dan 
ensiklopedia Law and Economics. Jurnal-jurnal seperti 
Journal of Legal Studies, the Journal of Law and 
Economics, the Journal of Law, Economics, and 
Organization, dan the International Review of Law and 
Economics. Bahkan wadah organisasi profesional 
seperti the American Law and Economics Association 
telah terbentuk. 
pengaturan hukum properti dan hukum kon-
trak di dalam pertumbuhan ekonomi. Kesa-
daran ini membuat keberadaan dan peran 
hukum menjadi penting dalam mengatur 
mekanisme perekonomian.  Sebaliknya, ilmu 
ekonomi melahirkan konsep-konsep ilmu 
hukum, seperti  litigation costs, property rules, 
liability rules, reliance damages, monetary 
and non-monetary sanctions, insider-trading, 
internalized values, third-party enforcers dan 
sebagainya2. Sinergitas keilmuan ini secara 
luas menunjukkan bagaimana ilmu ekonomi 
mampu menguji kemampuan hukum, demi-
kian pula sebaliknya, sehingga perkembangan-
nya membawa kedua disiplin ilmu tersebut 
menjadi lebih dekat, bahkan membentuk suatu 
disiplin ilmu yang interdepent. 
Hukum dan Ekonomi menawarkan bebe-
rapa konsep sebagai model yang menjadi 
pendekatan ekonomi kepada hukum (econo-
mic approach to law), dalam hal ini untuk 
mencermati praktek hukum. Walaupun pada 
hakikatnya Hukum dan Ekonomi memiliki inti 
pendirian teori-teori keilmuan tentang perilaku 
(scientific theories of behavior), pendekatan 
ekonomi kepada hukum dalam tulisan ini 
fokus kepada fungsi hukum sebagai suatu 
enterprise yang mampu menjadi insentif. 
Insenitf berarti pendorong untuk mengarahkan 
serta mempertahankan tindakan atau perilaku 
tertentu (altering behavior). Kata enterprise 
memiliki keleluasan konteks, dalam hal ini 
dapat berarti suatu sistem, wadah, skema, 
pengaturan, misi, usaha, dan lain sebagainya. 
Dari beberapa konsep yang ada, penekanan 
akan dilakukan kepada keunggulan konsep 
efisiensi (primacy of economic efficiency) 
sebagai salah satu cara pandang ekonomi ter-
hadap hukum yang dapat membantu hukum 
tidak saja menjadi alat untuk mencapai tujuan 
hukum-hanya berperan sebagai penyedia kea-
dilan atau menegakkan kepastian hukum, 
namun-sekali lagi-sebagai insentif dalam 
mencapai sasaran dan cita-cita hukum. 
 
 
                                                             
2Fajar Sugianto, Economic Analysis of Law, Seri 
Analisis Ke-ekonomian Tentang Hukum, Seri I, 2013, 
Jakarta, Prenada Media Kencana, hal. 19. 




1. Beberapa Konsep Fundamental Ilmu 
Ekonomi : Rasionalitas, Pilihan, Nilai, 
Efisiensi, Utilitas, Teori Permainan, dan 
Biaya Transaksi. 
Konsep-konsep fundamental ini seperti 
prinsip-prinsip hukum, saling terkait dan 
melengkapi antara satu dengan yang lain. 
Seperti prinsip hukum juga, konsep-konsep 
ekonomi (misalnya efisiensi) tidak berdiri 
sendiri, sehingga perlu melihat konsep-konsep 
lainnya yang menjadi satu kesatuan penja-
baran dan pengertian. Itulah sebabnya uraian 
singkat terhadap konsep-konsep fundamental 
ilmu ekonomi berikut ini tidak disusun 
sendiri-sendiri, karena semuanya saling men-
jelaskan dan melengkapi, dan yang terpenting 
adalah menderivasi konsep-konsep berikutnya. 
Konsep rasionalitas merupakan kerangka 
pemikiran utama dalam memahami perilaku 
manusia. Ilmu ekonomi beranggapan bahwa 
semua manusia memiliki rasionalitas (kecuali 
anak-anak dan mereka yang terbelakang). 
Walaupun kenyataannya tidak semua rasio-
nalitas pada setiap individu adalah sama, 
rasionalitas manusia dalam ilmu ekonomi 
lebih ditekankan kepada persamaan keinginan 
manusia. Keinginan ini ialah usaha manusia 
untuk memenuhi kebutuhannya dan mencapai 
kepuasan sehingga manusia dikatakan sebagai 
rational maximizer. 
Usaha manusia ini melibatkan pilihan. 
Mereka mampu mengkalkulasi (sesuai dengan 
tingkat rasionalitasnya itu) pilihan-pilihan 
yang tersedia untuk kemudian mengambil 
keputusan yang dirasa terbaik bagi mereka. 
Kemampuan memilih seperti ini juga dikata-
kan rasionalitas manusia. Oleh karena manusia 
memiliki rasionalitas semacam ini, dan rasio-
nalitas identik dengan peningkatan, maka 
manusia sebagai pelaku ekonom dapat mela-
kukan penarafan terhadap alternatif-alternatif 
yang tersedia pula. Dari alternatif-alternatif 
ini, manusia dapat memilih pilihan terbaik 
berikutnya (next-best alternative choice) ber-
dasarkan rasionalitasnya masing-masing. Cara 
lain yang umum digunakan untuk memahami 
konsepsi perilaku rasionalitas manusia adalah 
dengan mengakui bahwa manusia akan me-
milih alternatif yang terbaik untuk memenuhi 
kebutuhan mereka.  
Kebanyakan orang menginginkan lebih dari 
sumber daya yang tersedia dan yang memung-
kin untuk mereka miliki. Ini adalah konsep 
kelangkaan: terbatasnya sumber daya yang 
tersedia karena digunakan manusia untuk 
memenuhi kebutuhannya. Kelangkaan me-
maksa manusia untuk membuat pilihan yang 
paling berharga. Hal ini menekankan bahwa 
jika orang tidak dapat memilih pilihan yang 
benar, maka mereka akan memilih alternatif 
terbaik berikutnya. Definisi suatu pilihan yang 
“benar” bervariasi dari satu orang ke orang 
lain, sekali lagi berdasarkan rasionalitas dan 
kebutuhan mereka. Dari sudut pandang eko-
nomi, suatu pilihan dapat dikatakan benar 
apabila tepat sasaran dalam kegiatan ekonomi 
yang berakhir dengan hasil yang paling 
berharga, dalam hal ini memuaskan3.  
Manusia sebagai rational maximizer cende-
rung mencapai tujuannya dengan cara yang 
paling efisien. Beberapa pakar Hukum dan 
Ekonomi memiliki perbedaan penjabaran ter-
hadap konsep efisiensi yang dibangun ber-
dasarkan definisi yang berbeda-beda. Demi 
kemudahan konseptualisasi, penulis menga-
dopsi teori Pareto efisiensi yang umumnya 
menyangkut kepuasan dan preferensi individu 
sebagai salah satu konsep efisiensi yang 
banyak diterapkan dalam Hukum dan Ekono-
mi, dan Kaldor-Hicks efficiency yang juga 
sering digunakan. Garner membagi efisiensi 
Pareto menjadi dua jenis, pertama adalah 
                                                             
3Konsep rasionalitas juga dikenal dalam ilmu hukum, 
terutama menyangkut tingkat pertumbuhan hukum di 
tengah-tengah masyarakat modern. Menurut Gunther 
Teubner: 
1. the formal rationality: di mana hukum berorientasi 
kepada aturan (rule-oriented) dan deduktif; 
2. the substantive rationality: di mana hukum 
ditujukan untuk mengatur aktivitas ekonomi dan 
sosial dalam rangka kompensasi terhadap 
kekurangan pasar dan diterapkan melalui regulasi, 
standar dan prinsip-prinsip; dan 
3. the reflextive rationality: adalah kemunculan jenis 
rasionalitas yang menggantikan dua rasional 
sebelumnya. 
Dikutip dari Dian Ediana Rae, Transaksi Derivatif dan 
Masalah Regulasi Ekonomi di Indonesia, 2008, Jakarta, 





Pareto superiority as an economic situation in 
which an exchange can be made that benefits 
someone and injures no one(garis bawah oleh 
penulis). Pada saat keadaan ekonomi ini tidak 
dapat terjadi, maka dapat dikatakan efisiensi 
Pareto optimality, yaitu an economic situation 
in which no person can be made better off 
without making someone else worse off (garis 
bawah oleh penulis).4Sementara Kaldor-Hicks 
efficiency concept: a situation in which all 
possible wealth-maximizing changes have 
occurred(garis bawah oleh penulis). Walth 
maximazation didefinisikan sebagai: a situa-
tion resulting from a change in the allocation 
of resources if the change benefits the winner.5 
Konsep-konsep efisiensi semacam ini menga-
rah kepada unsur keadilan dalam hukum. 
Terdapat hubungan yang sangat penting 
antara efisiensi dan utilitas. Bagi kebanyakan 
pelaku ekonom, utilitas merefleksikan keman-
faatan dan faedah terhadap barang ekonomi. 
Jika seseorang percaya bahwa tindakannya itu 
secara sukses efisien, maka pada saat yang 
sama ia menyimpulkan hasilnya adalah memu-
askan. Hasil yang memuaskan ini menandakan 
efektivitas di balik tindakannya. Hasil yang 
memuaskan seperti ini juga mencerminkan 
kepuasan manusia atas terpenuhinya keinginan 
yang juga memiliki sifat moneter dan atau 
non-moneter. Kepuasan manusia dapat dikate-
gorikan sebagai keuntungan ekonomi yang 
bersifat moneter dan atau non-moneter6. 
Konsep utilitas di dalam Hukum dan 
Ekonomi digunakan dalam arti yang cukup 
berbeda, khususnya pengertiannya dalam ilmu 
ekonomi dan ajaran utilitarian. Bagi kebanya-
                                                             
4 Bryan A. Garner, Black Law Dictionary, 8th edition, 
2004, U.S.A, Thompson West Group, hal. 1147.  
5Ibid, hlm. 1624. 
6Keuntungan ekonomi (economic profit) tidak sama 
dengan keuntungan dalam tata buku (accounting 
profit). Perbedaan dasarnya terletak pada, 
keuntungan ekonomi bersifat moneter dan atau non-
moneter, sementara keuntungan secara tata buku 
(accounting) dipersamakan dengan uang. Accounting 
Profits = Total Revenue – Explicit Cost, 
sementaraEconomic Profits = Total Revenue – 
(Explicit+Implicit Cost). 
Dominick Salvatore &, Eugene Diulio, Principles of 
Economics, 2003, U.S.A, Mc.Graw Hill, hal. 128-130. 
kan ekonom, utilitas pada umumnya diguna-
kan untuk membedakan biaya tidak pasti dari 
sesuatu yang pasti. Utilitas juga biasanya 
disebut sebagai utilitas yang diharapkan 
(expectedutility) yang menghasilkan analisa 
risiko, sementara utilitas dalam arti yang 
digunakan oleh filsuf utilitarianisme adalah 
kebahagiaan. 
Dalam Hukum dan Ekonomi, utilitas di 
dalam penjabaran Analisis Ke-ekonomian 
tentang Hukum  secara sempit diartikan seba-
gai daya guna atau fungsi untuk mencari 
kegunaan atau manfaat dari barang ekonomi 
yang menghasilkan atau memberikan keun-
tungan, bahkan secara luas dapat diartikan 
kesejahteraan. Keanekaragaman definisi dari 
berbagai perspektif ilmu memiliki elemen 
yang sama, yaitu sebagai usaha manusia 
meningkatkan keuntungan demi kesejateraan 
yang memuaskan dirinya sendiri. 
Diperjelas sekali lagi bahwa arti kata 
keuntungan memiliki keleluasan konteks, 
yaitu secara moneter dan atau non-moneter. 
Utilitas menjadi salah satu pertimbangan 
ekonomi sebagai dasar pengambilan kepu-
tusan oleh manusia yang pada hakikatnya 
ingin mendapatkan manfaat atau keuntungan, 
sesuai dengan pengharapannya. Keputusan 
yang diambil ini dikatakan rasional, karena 
manusia dapat membedakan secara jelas 
antara untung-rugi yang pasti dan yang tidak 
pasti. Sesuatu yang tidak pasti ini merupakan 
risiko yang menjadi pertimbangan ekonomi 
juga. 
Untuk mengambil keputusan, hadir teori 
permainan, yang pada dasarnya adalah studi 
tentang bagaimana orang berperilaku dalam 
situasi di mana tindakannya itu dapat mempe-
ngaruhi reaksi orang lain. Situasi ini selayak-
nya seperti sebuah permainan, permainan yang 
memerlukan strategi. Teori permainan ini 
memiliki aplikasi yang jauh lebih luas, 
beberapa ahli ekonomi mengatakannya menja-
di teori koordinasi. Wessels menjelaskan bah-
wa teori permainan memperpanjang alat 
analisis ekonomi pada setiap situasi di mana 
manusia harus mengkoordinasikan tindakan 
mereka dengan satu sama lain, baik dalam 
keluarga, di tempat kerja, dalam kelompok 
sosial, bahkan dalam hubungan suatu negara 
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dengan negara-negara lain. Ia menambahkan 
dua kerangka pemikiran penting di dalam teori 
permaianan. Pertama, penekanan terhadap 
rasionalitas manusia dalam menyusun strategi-
nya yang terdiri atas pilihan-pilihan, sehingga 
rasionalitas semacam ini dikategorikan seba-
gai preferensi manusia yang tertata dengan 
baik. Kedua, ia menghubungkan kausalitas 
dari strategi-strategi tersebut, sehingga me-
nimbulkan reaksi, dampak, dan akibat kepada 
orang lain7. 
Pada titik ini, segala pertimbangan biaya-
biaya dicermati manusia. Biaya seperti ini 
dikenal dengan istilah biaya transaksi atau 
transaction cost. Umumnya biaya transaksi 
adalah segala biaya yang dikeluarkan karena 
adanya faktor eksternalitas dalam berinteraksi 
atau bertindak, dalam hal ini untuk mengambil 
keputusan. Kata biaya  memiliki keleluasan 
arti sebagai: pengeluaran moneter dan atau 
moneter, dampak, risiko, kekurangan, kele-
mahan. Keputusan yang diambil dengan sega-
la pertimbangan-pertimbangan tadi merupakan 
strategi. Strategi ini harus dominan, berarti 
strategi yang lebih baik daripada strategi lain 
terlepas dari apa yang orang lain lakukan di 
dalam permainan. Ini mendorong dan merang-
sang keinginan manusia untuk saling bekerja-
sama dalam positive-sum game. Teori ini 
banyak digunakan di dalam Hukum dan Eko-
nomi untuk mengukur daya tahan pengaturan 
peraturan hukum (regulating regulations), 
misalnya dalam mengkonsepkan sanksi huku-
man pidana sebagai efek jera.  
2. Penilaian Efisiensi Ekonomi Sebagai 
Norma Hukum 
Ilmu hukum kaya akan teori, ajaran, kon-
sep, norma, dan prinsip. Tidak sedikit para 
cendekiawan hukum terus menambah kekaya-
an ilmu hukum, misalnya terhadap norma 
hukum. Meskipun kaya, tidak ada satupun 
yang mutlak benar dan serba guna atau serba 
bisa. Kegunaan dan validitas suatu norma, 
teori, ajaran, prinsip dan sebagainya itu ber-
gantung pada berhasilnya mereka menjelaskan 
dan memprediksi serangkaian fenomena yang 
menjadi bahan penjelasan dan prediksi. Oleh 
                                                             
7Walter J. Wessels, Economics,2006, U.S.A., Barron’s 
Educational Series, hal. 440-441, 448-450. 
karena itu, secara terus menerus dan tiada 
hentinya harus dikaji ulang melalui penga-
matan. Hasilnya, sering kali dimodifikasi atau 
diperbaharui dan kadang-kadang dibuang, 
bahkan didekonstruksi yang kemudian dikon-
struksikan kembali. Proses pengkajian dan 
pembaharuan menjadi inti pengevaluasian 
pengembangan hakikat hukum sebagai ilmu. 
Berangkat dari tolak ukur ini, sangat perlu 
dilakukan penilaian terhadap keunggulan efisi-
ensi ekonomi terhadap hukum. Sebagaimana 
yang telah diungkap sebelumnya tentang 
hukum sebagai insentif, pendekatan ekonomi 
kepada hukum melihat pentingnya hukum 
tidak dalam sanksi dan penghukumannya saja 
namun bagaimana hukum juga dapat membe-
rikan imbalan dan penghargaan bagi mereka 
yang patuh/taat hukum. Penghukuman dan 
imbalan seperti ini umum dikenal dengan 
sebutan punishment and reward. Imbalan da-
lam bentuk penghargaan merupakan salah 
saturemedy hukum untuk menjadi insentif, 
yaitu sebagai pendorong merubah perilaku 
manusia dan memotivasi ketaatan hukum 
untuk meningkatkan efisiensi ekonomi. 
Di Indonesia, pelaksanaan penghukuman 
dan imbalan terkesan tidak berimbang, lebih 
banyak terfokus kepada penghukuman atau 
penjatuhan sanksi-sanksi hukum. Jika diukur 
melalui elemen ketaatan hukum, maka dapat 
dikatakan bahwa jumlah subjek hukum yang 
taat masih jauh lebih kecil dibandingkan 
dengan mereka yang tidak patuh/taat hukum. 
Sehingga tidak mengherankan dalam banyak 
hal, penerapan hukum masih terkonsentrasi 
pada penegakkan sanksi hukum ketimbang 
pemberian imbalan. Seberapa seringkah kita 
mendapatkan imbalan dan penghargaan terha-
dap tindakan taat atau tertib hukum?  
Untuk mempermudah dan memperluas 
penilaian ini, dihadirkan dua contoh yang 
sekiranya dapat mempermudah pencermatan 
kegiatan hukum dalam hal penghukuman dan 
imbalan sebagai remedy hukum melalui efisi-
ensi ekonomi. 
Contoh pertama di Jepang, penghukuman 
dan pengimbalan dapat dilihat dari praktek 
hukum dalam berlalu lintas. Tentunya untuk 
mengendarai kendaran bermotor diperlukan 





ijin mengemudi SIM juga menjadi semacam 
kartu identitas diri. Setelah melalui berbagai 
macam ujian, calon pengendara yang telah 
dewasa menurut hukum dan yang dinyatakan 
lulus mendapatkan SIM pertama yang 
diterbitkan oleh unten menkyo shikenjou 
(semacam Ditlantas di sana namun lebih 
khusus menangani SIM) dengan ciri warna 
hijau. Sebagai pemula, SIM berwarna (garis) 
hijau ini diberikan masa berlaku hanya tiga 
tahun. Setelah tiga tahun, SIM tersebut 
ditingkatkan menjadi warna biru yang menan-
dakan si pemegang SIM bukan lagi pemula. 
Masa berlaku yang diberikan adalah sama, tiga 
tahun. Hanya saja semenjak “di upgrade”, 
segala track record pemegang SIM berwarna 
biru ini akan terdata dan tersimpan dengan 
baik untuk mengetahui sejauh mana ia 
bermasalah dengan hukum dalam berlalu 
lintas. Segala bentuk pelanggaran, termasuk 
juga kecelakaan lalu lintas, tilang, parkir ilegal 
akan mendeterminasi apakah ia mampu diberi 
penghargaan berupa peningkatan ke SIM 
berwarna emas ketika SIM berwarna biru 
habis masa berlakunya. SIM berwarna emas 
ini selain memiliki prestise tersendiri, juga 
menunjukan tingkat kedewasaan seseorang 
dalam berlalu lintas, dalam hal ini sebagai 
seseorang yang taat atau tertib hukum. Selain 
itu, SIM berwarna emas ini didukung dengan 
kemudahan-kemudahan, seperti masa berlaku 
menjadi setiap lima tahun, dan perpanjangan 
dapat dilakukan melalui keisatsusho (semacam 
polsek setempat). Sebaliknya, jika si peme-
gang SIM melakukan banyak pelanggaran, 
maka SIM yang awalnya berwarna biru tadi 
tidak akan ditingkatkan menjadi warna emas. 
Demikian pula dengan pemegang SIM berwar-
na emas jika melakukan banyak pelanggaran 
maka akan diturunkan kembali menjadi warna 
biru. Hal-hal ini tercatat dan dapat dideteksi 
hanya dengan melihat SIM itu sendiri dari 
periodik waktu. Dalam keadaan tertentu, SIM 
dapat dicabut apabila si pemegang SIM dinilai 
terlalu bermasalah melalui pelanggaran-pela-
nggaran tertentu atau pengulangan berkali-
kali. Sekali dicabut tidak semudah memohon 
dari awal ketika pertama kali memohon SIM. 
Pengevaluasian yang sangat ketat, keharusan 
untuk mengikuti pendidikan formal (walaupun 
hanya untuk berlalu lintas), bahkan pada taraf 
tertentu permohonan kembali SIM tidak 
diperbolehkan. 
Contoh ini mengilustrasikan bagaimana 
hukum dapat menjadi insentif melalui peng-
hukuman dan pemberian imbalan yang setim-
pal kepada masyarakatnya sebagai wajud 
kepastian hukum dan keadilan. Imbalan 
hukum membantu tujuan hukum untuk meru-
bah perilaku manusia dalam mencapai 
efisiensi ekonomi. Jika tidak, akan timbul 
anggapan-anggapan bahwa taat hukum dan 
acuh hukum adalah sama sepanjang tidak 
melanggarnya. 
Pengimbalan dan penghargaan hukum 
dirasa tidak berlebihan, karena jika hukum 
adalah milik masyarakat maka masyarakat 
harus memiliki kebanggaan sebagai kelompok 
sosial yang taat/tertib hukum sehingga mere-
fleksikan kedewasaan dalam berhukum. Selain 
membantu mengarahkan masyarakat ke cita-
cita hukum, sudah saatnya hukum dapat mem-
berikan semacam prestise sosial yang menun-
jukan “peradaban hukum” tersendiri. Dengan 
tumbuhnya prestise sosial seperti ini secara 
bersamaan akan menumbuhkan rasa malu 
kepada kelompok lainnya yang belum dewasa 
dalam berhukum sekaligus memotivasi dan 
mengundang mereka untuk ikut masuk di 
dalam prestise sosial yang dibanggakan secara 
sosial. Hal seperti inilah yang disebut dengan 
hukum sebagai economic goods. 
Terhadap pola ini, jika dirasa efisiensi 
ekonomi dapat membawa ke arah perbaikan 
hukum maka tidak ada salahnya ditrans-
plantasikan ke dalam hukum kita. Terutama 
untuk negara hukum, penilaian dan perlin-
dungan kepada masyarakat taat/tertib hukum 
menjadi konsekuensi perwujudan equality 
before the law. Tidak berlebihan kiranya 
sebagai Rechtsstaat tidakmewujudkan equality 
before the law sebatas pada persamaan 
kedudukan di muka hukum, tetapi ikut 
mewujudkan equal protection. Transplantasi 
hukum dalam hal penghukuman dan pengim-
balan, dapat dimaknai sebagai bentuk penya-
luran di mana hukum kita harus menangkap 
keuntungan yang mampu dihasilkan oleh 
hukum. 
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Contoh kedua melihat praktek diskresi 
praktek berlalu lintas di Indonesia yang umum 
ditemukan. Pada saat jam padat intensitas para 
pengguna jalan menjadi meningkat. Dengan 
pertimbangan efisiensi demi kemudahan dan 
kelancaran secara kolektif, polisi lalu lintas 
sering melakukan diskresi hukum yang secara 
positif dilarang hukum. Tidak jarang ditemu-
kan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas diabai-
kan dan para pengguna jalan, khususnya 
kendaran bermotor mengikuti aba-aba atau 
petunjuk dari polisi lalu lintas. Marka jalan 
tidak difungsikan sebagaimana mestinya, 
tempat penyeberangan jalan digunakan untuk 
menampung desakan pengemudi bermotor 
roda 2, trotoar yang merupakan fasilitas 
pendukung pejalan kaki dalam banyak kesem-
patan dialihkan kepada kendaraan pengguna 
jalan, dan lain sebagainya. 
Dari sudut pandang ekonomi, diskresi 
semacam ini adalah efisien dan bentuknya 
mengarah kepada reward. Dapat dibayangkan 
bagaimana jadinya jika para aparat penegak 
hukum di jalan menerapkan hukum secara 
normatif. Tidak hanya kekacauan dan inefisi-
ensi, namun dampaknya tidak mendekati 
sasaran hukum itu sendiri, dalam hal ini salah 
satunya adalah ketertiban dan kelancaran 
berlalu lintas.Di sisi lain, Hukum dan Eko-
nomi mencermati bagaimana efek diskresi ini 
bila tidak didukung dengan elemen-elemen 
lainnya, misalnya tingkat kesadaran (hukum)  
manusia sebagai pengguna jalan dan konsis-
tensi pelaksanaannya. Hasilnya, diskresi yang 
pada awalnya bermanfaat secara kolektif per-
lahan-lahan dan sedikit demi sedikit menjelma 
menjadi semacam praktek kebiasaan. Kebia-
saan menikmati reward yang diberikan aparat 
penegak hukum (dalam hal ini polisi lalu lintas 
beserta prenata lainnya) kepada pengguna 
jalan kendaraan bermotor dalam mengabaikan 
fungsi marka jalan misalnya dipraktekan di 
luar jam padat. Hasil hukum yang dihasilkan 
tanpa mempertimbangkan efek jangka panjang 
dapat dikatakan tidak efisien. Efek-efek hu-
kum dan pemberlakuan hukum semacam ini-
lah menjadi salah satu inti fokus pencermatan 
Hukum dan Ekonomi. 
Dari kedua contoh beserta pencermatan di 
atas, langkah selanjutnya melakukan penilaian 
(valuation) terhadap efisiensi ekonomi sebagai 
norma hukum. Secara luas, efisiensi meru-
pakan model ideal yang dapat memandu 
kegiatan hukum, bahkan pada titik-titik ter-
tentu efisiensi ekonomi mampu menyatukan 
disparitas hasil hukum. Walaupun manusia 
memiliki rasionalitas, pertimbangan ekonomi, 
dan alasan ekonomis yang berbeda-beda se-
hingga efisiensi yang dilahirkan identik de-
ngan preferensinya masing-masing, manusia 
secara luas memiliki persamaan, yaitu kebu-
tuhan akan efisiensi. Persamaan ini dapat 
menjadi faktor yang menentukan ukuran 
(criterion) perilaku manusia. Jika hukum 
secara luas sungguh-sungguh sebagai enter-
prise yang mengatur perilaku manusia untuk 
tunduk dan patuh terhadap tata kelola pera-
turan, maka salah satu parameter keberhasilan 
dan kesuksesan hukum ialah masyarakat 
memiliki pengetahuan tentang hukum dan 
harus memiliki keyakinan kepadanya. Demi-
kian pula sebaliknya, hukum memiliki penge-
tahuan tentang manusia sebagai subyek hu-
kum. Bagaimana mungkin hukum dapat 
melakukan segala fungsi dan tugasnya untuk 
mencapai tujuan hukum jika masih tetap acuh 
terhadap fakta ekonomi bahwa masih banyak 
kaum lemah diatur oleh enterprise(dalam hal 
ini hukum sebagai sistem) yang mereka tidak 
mengerti atau percaya. 
Semakin jelas bahwa efisiensi ekonomi, 
paling tidak, memberikan gambaran tentang 
efek hukum kepada perilaku manusia. Sebagai 
pelaku ekonom, manusia memiliki berbagai 
macam kebutuhan yang ingin dipenuhi. Dalam 
banyak hal, hukum telah menjadi kebutuhan 
manusia, terutama bagi kita yang hidup di 
dalam negara hukum. Kebutuhan manusia 
akan hukum baik sebagai alat maupun komo-
ditas dengan berbagai macam tujuannya itu 
tidak dapat dipisahkan dengan praktek sosial 
lainnya.Untuk itu, hukum sine qua non 
berjalan seiring senada dengan kegiatan sosial 
lainnya. 
Jelas sekali manusia memiliki kebutuhan 
akan peraturan hukum yang baik. Baik bukan 
dalam konteks benar-salah, tetapi efisien, dan 
ekektif. Efisien dalam hal ini berarti tepat 
sasaran dan sesuai di dalam prakteknya. 





senada dengan kegiatan sosial manusia lain-
nya. Dengan hukum seperti ini akan berdam-
pak ke arah perbaikan yang membawa segala 
keuntungan sebagai akibatnya. Keinginan 
manusia akan hukum seperti ini menjadi 
kebutuhan, dan dikatakan langka (scarce).  
Dampak dan akibat hukum ke arah 
perbaikan menjadikan hukum melalui efisiensi 
ekkonomi menjadi insentif, yaitu mengubah 
sikap dan perilaku manusia sekaligus menga-
rahkan dan mempertahankannya. Efek-efek 
dasar dan dampak hukum terhadap perilaku 
manusia sebagai aktor yang berkepentingan 
seperti ini mendudukan efisiensi ekonomi 
sebagai norma hukum. 
 
PENUTUP 
Keunggulan efisiensi ekonomi (primacy of 
efficiency) menawarkan salah satu cara men-
cermati kegiatan hukum melalui dimensi dan 
cara-cara yang berbeda dengan tidak mengu-
rangi bobot hukum. Efisiensi ekonomi juga 
membantu efikasi hukum untuk menemukan 
kemampuan hukum sesuai dengan keinginan 
dan harapansebagai enterpriseyang mengatur 
perilaku manusia. Dimensi lain yang coba 
ditawarkan melalui kehadiran efisiensi ekono-
mi ialah keberadaannya sebagai suatu pende-
katan untuk memahami kompas hukum di 
tengah-tengah belantara hukum. Seperti yang 
telah dikemukakan berkali-kali, hukum mela-
lui efisiensi ekonomi mampu menjadi insentif, 
yaitu mengubah sikap dan perilaku manusia 
sekaligus mengarahkan dan mempertahankan-















Usaha perbaikan (remedy) semacam iniingin 
mengungkapkan aspek-aspek penting yang 
definitif sebagai esensi dasar fondasi hukum 
dan ilmu hukum, dan ini tidak asing dalam 
jurisprudence. 
Dalam konteks keberhasilan hukum, efisi-
ensi ekonomi paling tidak didudukan sebagai 
norma hukum yang memiliki decesive factor 
untuk mengevaluasi dan melakukan penilaian 
terhadap hukum. Bila dianalisa dengan ekono-
mis, hukum dapat diubah menjadi instrumen 
untuk mncapai tujuan sosial yang penting, 
sehingga kegiatan hukum berjalan seiring 
senada dengan praktek-praktek sosial lainnya. 
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